Menimbang : a.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembcntukan
Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembarar. Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan

BUPATI ACEH.-SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH SINGKIL,

Peternakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827 )
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 46233)

’

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

bahwa untuk menindaklanjuti pasal 4 Qanun Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Kabupaten Aceh Singkii Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor S), perlu
menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan
tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
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S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan/ OT.010/

8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi
Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); dan

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

- Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;

10.

11.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil;

Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;

Sekretaris Daerah vang selanjutnya disebut SEKDA adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Sekretariat adalal: Sekretariat Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan'Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;

Bidang adalah Bidang pada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;

UPTD adalah UPTD pada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;

Seksi adalah Seksi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Peternakan Kabupaten Aceh Sin gkil, '
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12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Peternakan Kabupaten Aceh singkil.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupéti ini disusun kedudukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintal Kabupaten di
bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;

(2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(5) Sub Bagian dipimpin oich seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Peternakan, terdiri dari:

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan;

Bidang Tanaman Pangan;

Bidang Hortikultura;

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

UPTD; dan '

. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
c. Seksi Penyuluhan.

(4) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
b. Seksi Produksi;
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

(5) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, terdiri dari:
a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
b. Seksi Produksi;
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

(6) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf, terdiri dari:
a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner;
c. Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Pasal 5

(1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan
jangka panjang;

c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup Dinas;

e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di
lingkup Dinas;
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f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan izin: v vang diberikan
oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasiy .

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Dinas Tanamar Pangan. Hortikultura dan Peternakan
mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :

a. merumuskan Xebijakan untuk mendukung pembangunan
bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;

b. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan
minimal dalam bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Peternakan; .

C. menyusun rencana dan program kerja di bidang Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Peternakan;

d. mengawasi teknis pelaksanaan seluruh peraturan
perundang-undangan di bidang Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan;

e. melakukan kooidinasi dan kerjasama dengan organisasi
dan atau lembaga terkait di bidang Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan; dan

f. melakukan  koordinasi  dalam rangka  pemberian
rekomendasi dan standarisasi di bidang Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu  Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan di bidang Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijekan di bidang prasarana dan sarana,
tanaman  pangan, hortikultura, peternakan, serta
penyuluhan;

b. penyusunan prograin penyuluhan;

C. pengembangan prasarana pertanian;

d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan
benih tanaman, benih/bibit ternak, pakan ternak, dan
benih/bibit hijau pakan ternak;
peéngawasan penggunaan sarana pertanian:
pembinaan produksi di bidang pertanian dan peternakan;
pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;

- pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan
peternakan;

pelaksanaan penyuluhan pertanian dan peternakan;
pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian dan
peternakan;

l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan
peternakan;

m.Pengawasan obat hswan dan pengawasan pemasukan dan
pengeluaran hewan, dan produk hewan;
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n. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner;

0. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan
masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

p. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di
bidang produksi tanaman pangan,  hortikultura,
perkebunan serta penyuluhan pertanian;

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga,
kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

C. penataan organisasi dan tata laksana;

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan;

pengelolaan bara 1g milik/ kekayaan negara; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

=t D

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program,
dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan;

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan

pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi,
perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan
keuangan serta aset di lingkungan Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan;

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga,
kerja sama, kehumasan dan protokoler serta ketatalaksanaan.

Paragraf 4
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Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan
Pasal 9

(1) Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyal tugas
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi
di bidang prasarana dan sarana pertanian;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai
fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana sarana

pertanian; '

b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian,

C. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi

pertanian;

d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan
pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
pemberian bimbingan pembiayaan pertanian,
pemberian fasilitasi investasi pertanian;
pemantauan dan cvaluasi di bidang sarana dan prasarana
pertanian; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

TR0

(1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di
bidang pengelolaan lahan dan irigasi;

(2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian himbingan teknis, dan pemantauan serta
evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

(3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyusunan
kebijakan, programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian;

Paragraf 5
Bidang Tanaman Pangan
Pasal 11
(1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, peiaksanaan kebijakan, dan pemberian

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang
tanaman pangan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi,
perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
tanaman pangan;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di
bidang tanaman pangan;

C. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman
pangan;
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d. pemberian bimbingen penerapan peningkatan produksi di
bidang tanaman pangan;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,
penanggulangan beneana alam, dan dampak pertibahan
iklim di bidang taraman pangan;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

g pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang
tanaman pangan;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o

Pasal 12

(1) Seksi  Perbenihann dan Perlindungan mempunyai tugas
melakukan penyiapar bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta

evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman
pangan;

(2) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan peleksanaan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi
tanaman pangan;

(3) Seksi  Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan
pemasaran hasil tanaman pangan.

Paragraf 6
Bidang Hortikultura
Pasal 13
(1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang
hortikultura;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

a. penyusunan xebijakan perbenihun, produksi,
perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
hortikultura;

b. penyusunan rerncana kebutuhan dan penyediaan benih di
bidang hortikultura;

C. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang
hortikultura; %

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di
bidang hortikulture;

€. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,

penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan
iklim di bidang hortikultura;
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f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang hortikultura;

g pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang
hortikultura;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e

Pasal 14

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan imempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta
evaluasi di bidang hortikultura;

(2) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis dan pemantavan serta evaluasi di bidang produksi
hortikultura;

(3) Seksi  Pengolahan dan Pemasaran mempunyai  tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan kektijakan,
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan
pemasaran hasil hortikultura.

Paragraf 7
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 15

(1) Bidang Peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi
di bidang perternakan dan kesehatan hewan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Peternakan dan kesehatan hewan mempunyai
fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi,
peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;

b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;

c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih /bibit
ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan

ternak;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi
ternak;

e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan
hewan;

f. pengawasan obat hewan;

g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan
produk hewan;

h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik
Veteriner;

1. penerapan dan pernigawasan persyaratan teknis kesehatan
masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
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J. pemberian izin/rekomendasi ¢ Suizng netermalen,
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veleriner;

k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang peternakan;

l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan
kesehatan hewan; dan _

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

' Pasal 16

(1) Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di
bidang benih/bibit, pakan, dan preduksi peternakan;

(2) Seksi Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan &
masyarakat veteriner ;

(3) Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang usaha, perizinan,
pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

“ BAB 1V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan. :

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepala Seksi dan Xepala UPTD diangkat dan diberhentikan
oleh bupati;

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan
dari Bupati.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Eselon Jabatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Peternakan adalah sebagai berikut:

a.Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama
dengan eselonering IIb;

b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering
II1a;

c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan
eselonering IIIb;

d.Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan
pengawas dengan eselonering IVa.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Vepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi
lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pangan
wajib melaksanakan Sistemn Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 23

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, inaka Kepala Dinas dapat menunjuk

Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili
Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena
berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang
Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Bidang.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, inaka Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan menunjuk salah secrang Kepala
Seksi untuk mewalkili Kepala Bidang
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Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-
masing pejabat dalam lingkungan Dinas dan-+ —endaleraaikan
kewenangan tertentu kepac» ;' © s - endiya sgsual
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. .

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimanea tercar.tum dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati
Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok
dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-
dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 41) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Pasal 28
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Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannysa dalaim Berita
Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

29 Desember 2016 M
9 Rapwl awal 1438 H
H SINGKIL, /£

Diundangkan di Singkil
29 Desewber 2016 M
29 Rabivl Awal 1438 H °

SEKRETARIS DAERAH

SINGKIL, &/

KIL TAHUN 2016 NOMOR .308
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